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ABSTRAK
Akibat hukum apabila tersangka menolak untuk melakukan tes urine dalam
penyidikan tindak pidana narkotika terkait dengan hak asasi tersangka,
adalah bahwa UU Narkotika tidak menyebutkan tes urine ini sifatnya waijib,
namun memang bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya narkotika
dalam tubuhnya. Akibat hukumnya penyidik harus dapat membuktikan
dengan menggunakan alat bukti yang sah lainya yaitu keterangan
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa Jika
memang tidak dilakukan tes urine dan orang dalam kasus ini tidak
memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal yang disangkakan, maka akibat
hukumnya adalah ia tidak dapat diancam pidana sesuai pasal tersebut dan
harus dibebaskan.
Kata Kunci: Tes Urine, hak asasi tersangka, Penyidikan Narkotika
A. Pendahuluan
Persoalan narkotika merupakan persoalan global yang dihadapi hampir semua
negara di dunia, termasuk Indonesia, meskipun dalam konteks dan kompleksitas yang
berbeda-beda. Dalam perspektif Internasional, kejahatan narkotika dikategorikan
sebagai kejahatan serius. Kategori yang sama juga berlaku dalam konteks Indonesia
yang dinilai dari dampak yang ditimbulkan dan membuat kejahatan narkotika
disejajarkan dengan kejahatan serius lainnya seperti kejahatan terorisme dan korupsi.
Berbagai upaya pun dilakukan untuk menanggulangi persoalan narkotika
tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan pembaruan dan penguatan di sektor
regulasi. Hal itu dapat dilihat dari telah diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988
(United Nation Convention Against llicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic

Substances) oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Di level
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legislasi nasional, komitmen tersebut didukung dengan disahkannya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika dianggap tidak mampu menjawab banyaknya aspek permasalahan narkotika.
Salah satunya mengenai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang berada
dalam posisi sebagai pelaku, pengguna, dan sekaligus menjadi korban penyalahgunaan
narkotika. Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah kemudian membentuk Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika).
Undang-undang tersebut bertujuan mencari titik keseimbangan antara pendekatan
kesehatan masyarakat dan pelaksanaan instrumen pidana dalam mengatasi tindak
pidana narkotika.

Selain itu, upaya lain yang coba dilakukan adalah dengan memberikan
perluasan kewenangan kepada aparatur penegak hukum. Dalam hal ini, termasuk
perluasan kewenangan dalam melakukan upaya paksa. Dalam UU Narkotika, salah satu
bentuk perluasan kewenangan tersebut dapat dilihat mulai dari dilonggarkannya jangka
waktu dalam melakukan penangkapan hingga memberikan kewenangan upaya paksa
penyadapan kepada aparatur penegak hukum.

Di samping memberikan perluasan dari sisi kewenangan, upaya berikutnya yang
dilakukan adalah dengan pembentukan institusi penegak hukum sektoral di luar
ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP). Apabila dalam KUHAP, penyidik hanya terdiri dari Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka melalui
UU Narkotika turut dibentuk lembaga penyidik lainnya yaitu Badan Narkotika Nasional
(BNN). Pembentukan institusi ini juga sekaligus memberikan beberapa kewenangan
kepada BNN, baik kewenangan dalam hal pencegahan hingga kewenangan dalam
penindakan.

Tidak hanya itu, upaya berikutnya yang dilakukan adalah menggeser
pendekatan paradigma dan tindakan terhadap pengguna narkotika. Pada awalnya,
pendekatan dilakukan dengan memposisikan pengguna narkotika sebagai pelaku tindak
pidana sehingga yang ditonjolkan adalah efektivitas penegakan hukum pidana. Lalu

pendekatan lama ini coba diubah dengan memposisikan pengguna narkotika sebagai
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penyalahguna sekaligus korban penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan
penanganan baik secara medis maupun sosial.

Penggunaan narkotika yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus,
yaitu dengan mendapatkan perawatan dan perlindungan. Selain di sisi pengguna,
pandangan ini juga seirama dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
Dimana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika diperlukan strategi secara
integral dari hulu sampai ke hilir. Dekriminalisasi terhadap penyalahguna dan pecandu
narkotika adalah model menekan demandreduction sehingga dapat mengurangi supply
narkotika /llegal. Konsep ini juga memiliki dampak ekonomis terhadap penanganan
masalah narkotika.1

Namun, upaya tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu
tantangannya adalah beragamnya pandangan dalam memposisikan pengguna narkotika.
Perbedaan ini tidak hanya berkembang di masyarakat namun juga melanda institusi
penegak hukum dan pengadilan. Dalam suatu diskusi yang diadakan di Kamar Pidana
Mahkamah Agung, perbedaan pandangan tersebut terpampang dengan jelas.2 Hakim
Agung Suhadi, misalnya, berpendapat bahwa pengguna Narkoba akan terus meningkat
dari tahun ke tahun jika tidak tegas dalam memberikan hukuman. Bahkan ia menilai
hukuman mati saja tak akan membuat jera pelaku tindak pidana narkoba apalagi hanya
sekedar rehabilitasi.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan
penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat
diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara
pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui
pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan untuk membuktikan benar tidaknya
terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.
Laboratorium forensik sebagai sarana Kepolisian khusus membantu Kepolisian Republik
Indonesia dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab dan tugas yang

sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang

1 Makarao, Moh Taufik dkk. 2003. T7indak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia,
him. 52.

2 Mardani. 2008. Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Pidana Nasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, him.68.
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berhubungan dengan segala jenis dan macam Narkotika dan Psikotropika siapa
pemakainya.’
B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah akibat hukumnya apabila tersangka
menolak untuk tes urine dalam penyidikan tindak pidana narkotika terkait dengan hak
asasi tersangka?

C. Pembahasan

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia
yang telah diletakkan di dalam undang-undang, baik pada waktu pemeriksaan
permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan. Terdapat asas-asas dalam
hukum acara pidana yang menjadi patokan hukum sekaligus merupakan tonggak
pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal
KUHAP. Makna asas-asas hukum itu sendiri merupakan ungkapan hukum yang bersifat
umum. Sebagian berasal dari kesadaran hukum serta keyakinan kesusilaan atau etis
kelompok manusia dan sebagian yang lain berasal dari pemikiran dibalik peraturan
undang-undang serta yurisprudensi.

Asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocence) adalah asas yang
wajib menganggap bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan
atau dihadapkan di muka sidang pengadilan tidak bersalah sampai adanya putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Asas ini disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf ¢ yang
merumuskan : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau
dihadapankan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya
putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum

tetap.” *

® Makarao, Op. cit, him. 52.
“ Alfitra, 2012, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi

di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, him. 22
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Menurut M. Yahya Harahap menyatakan pendapatnya yaitu : “Asas praduga tak
bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan
“prinsip akusatur’. Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa
dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah sebagai subjek, bukan objek pemeriksaan,
karena itu tersangka/terdakwa harus didudukan atau diperlakukan dalam kedudukan
manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Sedangkan yang menjadi objek
pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan (tindakan pidana), yang
dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Karena itulah pemeriksaan ditujukan”. ®

Tersangka adalah seorang yang karena tindakannya dan keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana (butirll)
Keterangan menurut Andi Hamzah sebenarnya kata-kata “karena tindakannya dan
keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak
penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah
sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik. Perumusan yang lebih tepat
diberikan oleh Ned. Strafvordering pada pasa 27 ayat (1) yakni sebagai berikut “
...yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan
keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik*.®

Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan
hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fhase penyidikan,
hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan
seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan/ didakwahkan
kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan
pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan
hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah
bahwa seseorang terdakwah tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian
justru karena penuntut  umum yang mengajukan  tuduhan terhadap

terdakwah, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan

terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.

> Harahap, M. Yahya. 2001. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP
(Jilid 1), Jakarta: Pustaka Kartini, him. 25
© Ibid.
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Aspek nilai hak asasi manusia (HAM), dimana bagi setiap tersangka
atau terdakwah berhak didampingi oleh penasihat hukum pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan hak ini tentu saja sejalan dan atau tidak boleh
bertentangan dengan “deklarasi universal HAM” yang menegaskan hadirnya
penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwah merupakan sesuatu
yang inherent pada diri manusia. Dan konsekuensi logisnya bagi penegak hukum yang
mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai HAM.

M. Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, menjelaskan bahwa dari pengertian dalam
KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”.
Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari
fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi
penyidikan. Kalau meminjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman
Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub
daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan,
tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.’

Seseorang yang kedapatan menyimpan narkotika (meski tidak memakai) saat
dilakukan penangkapan oleh penyelidik/penyidik pada dasarnya diancam pidana atas
tindak pidana penguasaan narkotika yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU
Narkotika: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan | bukan tanaman, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat L4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Mengacu pada pasal di atas, pada dasarnya seseorang yang saat ditangkap
oleh polisi itu kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika golongan | sudah
memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika meskipun ia

tidak memakainya.

7 bid.,him. 101
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Untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia dibentuklah
Badan Narkotika Nasional atau yang disingkat BNN (Pasal 64 ayat (1) UU Narkotika).
Dalam menjalankan tugas pemberantasan narkotika, BNN berwenang melakukan
penyelidikan dan penyidikan (Pasal 71 UU Narkotika). Dalam menjalankan tugas
penyidikan, penyidik BNN memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan tes urine,
darah, rambut, serta bagian tubuh lainnya (Pasal 75 huruf | UU Narkotika). Kemudian
dalam Penjelasan Pasal 75 huruf | UU Narkotika dijelaskan bahwa tes urine, tes darah,
tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh
satu orang atau beberapa orang.

Ini artinya, melakukan tes urine merupakan kewenangan penyidik BNN dalam
melakukan tugas penyidikan. UU Narkotika tidak menyebutkan tes urine ini sifatnya
wajib, namun memang bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya narkotika dalam
tubuhnya atau tidak. Jika memang tidak dilakukan tes urine namun orang dalam kasus
ini memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tentang
penguasaan narkotika tadi, maka akibat hukumnya adalah ia tetap dapat diancam
pidana sesuai pasal tersebut.

Adapun sampel urine itu nantinya diuji dalam laboratorium uji narkoba BNN
yang kemudian hasil pengujian laboratorium itu digunakan untuk keperluan pembuktian
perkara dan dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian.

Masih terkait dengan penguasaan atau pemilikan narkotika, mengacu pada
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2089 K/Pid.Sus/2011. Sebagaimana yang kami
kutip dari laman blog Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi
Peradilan (LelP), Arsil, dalam artikel Dibebaskannya Penyalahguna Narkotika Akibat
Tidak Dimasukkannya Pasal Penyalahguna Dalam Dakwaan, Mahkamah Agung (“MA”)
dalam kasus ini membatalkan putusan Judex Facti (pengadilan negeri dan pengadilan
tinggi) yang sebelumnya menghukum terdakwa dengan pasal penyalahguna (Pasal 127
UU 35/2009) yang tidak didakwakan Penuntut Umum. Tidak hanya itu, MA bahkan
akhirnya memutus bebas Terdakwa dengan pertimbangan pasal yang dijatuhkan tidak
didakwakan, sementara pasal yang didakwakan tidak terbukti.

Akan tetapi, salah satu Hakim berpendapat lain (dlissenting opinion), dengan

salah satu alasan pertimbangan adalah perbuatan Terdakwa sebelum atau pada saat
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menghisap shabu-shabu dapat diartikan telah menguasai shabu-shabu tersebut.
Tidaklah mungkin Terdakwa dapat menghisap shabu-shabu tersebut walaupun sebentar
tanpa menguasai shabu-shabu tersebut terlebih dahulu. Arti menguasai dalam unsur ini
harus diartikan secara luas termasuk pada saat ia menghisap.

Jadi, apabila kemudian tersangka itu mengonsumsi/memakai narkotika
golongan |, maka perbuatannya itu tentu dimulai dengan menguasai narkotika itu
terlebin dahulu. Jadi, arti menguasai dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika ini
hendaknya diartikan secara luas, termasuk tenggang waktu sebelum dan sesudah ia
mengonsumsi/ memakainya.

Dalam prakteknya, seringkali penyidik memaksakan tes urine kepada tersangka
penyalahguna narkotika. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan Teori tentang Hak Asasi Manusia, diharapkan agar negara
melaksanakan fungsi pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia bagi warga negara.
Khusus terkait dengan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa, yakni agar
dapat membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan penyidik polisi
maupun pejabat kepolisian lainnya. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap setiap tersangka
di Kepolisian adalah  keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang
diperiksa. Tersangka akan menjadi objek pemeriksaan yang harus dipandang
sebagai manusia yang seluruhnya wajib dilindungi oleh hukum dan dijamin
haknya sebagai manusia. Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia
yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai
objek. Penyidik menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki
harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Hal
ini sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia: “Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik
rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa
persetujuan darinya”.

Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi,
Hak untuk segera mendapat pemeriksaan, Tersangka berhak untuk diberitahukan
dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan
kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, Hak untuk memberikan keterangan secara

bebas kepada penyidik, Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap
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pemeriksaan, Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan
dan lain-lain.
D. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum apabila tersangka
menolak untuk melakukan tes urine dalam penyidikan tindak pidana narkotika terkait
dengan hak asasi tersangka, UU Narkotika tidak menyebutkan tes urine ini sifatnya
wajib, namun memang bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya narkotika dalam
tubuhnya. Akibat hukumnya penyidik harus dapat membuktikan dengan menggunakan
alat bukti yang sah lainya yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
petunjuk dan keterangan terdakwa Jika memang tidak dilakukan tes urine dan orang
dalam kasus ini tidak memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal yang disangkakan,
maka akibat hukumnya adalah ia tidak dapat diancam pidana sesuai pasal tersebut dan

harus dibebaskan.
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